BAB VI
PENUTUP

6.1 Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian di atas, peneliti mengambil kesimpulan
sebagai berikut :

1. Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan termasuk dalam
kuadran I yakni sektor Potensial, yang memiliki potensi tinggi dan
kemampuan mengelolah rendah dengan kontribusi sebesar 17,17% dan laju
pertumbuhan sebesar 25,18.%.

2. Sektor pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan memiliki
kontribusi yang cukup besar diantara jenis pajak daerah lainnya dan

memiliki laju pertumbuhan cukup kecil diantara jenis pajak daerah lainnya.

6.2 Saran
Beberapa strategi yang dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah terkait
pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan adalah:

1. Bagi Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Pendapatan Daerah Kota
Kupang untuk bersikap tegas dengan memberikan sanksi bila mana wajib
pajak tidak melaporkan pajak BPHTB, terus melakukan penggalian potensi
penerimaan pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Banguna secara
dinamis dari waktu ke waktu. Mengingat potensi pajak Bea Perolehan Hak
Atas Tanah Dan Bangunan senantiasa berkembang seiring dengan

perkembangan perekonomian daerah.
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Perlu adanya koordinasi antara pihak-pihak terkait dalam pemungutan Bea
Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan, yang dalam hal ini adalah Dinas
Pendapatan Daerah, Notaris dan Badan Pertahanan Nasional untuk
mensosialisasikan kepada masyarakat tentang peran sertanya dalam
pembayaran pajak BPHTB, sehingga penerimaan daerah dari pajak BPHTB
akan semakin meningkat, dengan begitu nilai targetnya bisa di naikan lagi.

Bagi penelitian selanjutnya di harapkan dapat melakukan penelitian yang
lebih spesifik tentang data-data yang akan diperoleh dan lingkup yang lebih

luas seperti lingkup kota Kupang.
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